BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu,
maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai sistem asuransi sosial yang
digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah)

1. Posisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional secara fundamental bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dari segi:

Pertama, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Ini sangat
terlihat sekali dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sistem Jaminan
Sosial Nasional tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib”
berulang Kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela serta kewajiban itu
ditetapkan bukan atas kemauan rakyat itu sendiri.

Kedua, menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak
sosial rakyat kepada pihak ketiga dalam bentuk pembebanan kewajiban
membayar iuran setiap bulannya dengan mekanisme asuransi sosial yang
terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem asuransi sosial yang
digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Walaupun begitu, dengan pertimbangan sangat

diperlukannya jaminan sosial khususnya bagi rakyat miskin, silahkan
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masyarakat tetap mendaftar sebagai peserta jaminan sosial khususnya
masyarakat yang miskin dan kurang mampu serta sampai terbentuknya
sistem jaminan sosial yang berprinsip syariah. Ketidak sesuaian dengan
prinsip syariah ini paling tidak bisa dilihat dari:

Pertama, dalam pandangan pakar ekonomi syariah secara umum paling
tidak sistem asuransi yang sesuai prinsip syariah harus memiliki empat
kreteria, yaitu kejelasan akad, terhindar gharar, terhidar maysir, dan
terhindar riba. Dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang menggunakan
sistem asuransi sosial keempat unsur inilah yang tidak ada, terutama yang
terkait dengan akad antar para pihak. Yang terjadi justru sebaliknya, sistem
Asuransi Sosial tersebut mengandung unsur gharar, maysir, dan riba yang
jelas dilarang oleh syariah dan terjadi ketidakjelasan akad.

Kedua, Sistem asuransi sosial yang digunakan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial juga bermasalah pada subsatansi atau pokok akadnya yaitu
kreteria objek akad yang tidak terpenuhi dan menyalahi akad pertanggungan

atau jaminan dalam Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu

untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Dikembalikannya paradigma negara sebagai “pelayan” bagi warga
negaranya. Kewajiban menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan,
pendidikan, keamanan serta kebutuhan dasar yang lain adalah kewajiban

negara yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk
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dipenuhi tanpa menambah beban bagi rakyatnya. Sehingga persoalan sistem
jaminan sosial yang sekarang ini terjadi tentu tidak akan muncul, apabila
pemerintan mempunyai political will yang kuat untuk memberikan
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

. Pemerintah harus secepatnya mengupayakan apa yang telah disarankan
MUI untuk membuat pilihan program jaminan sosial yang setidaknya telah
diupayakan syar’i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti peluang terbentuknya sistem
jaminan sosial yang berdasarkan prinsip-prisnip syariah dalam tinjauan

regulasi sistem jaminan sosial di Indonesia.
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